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RINGKASAN 

Penulisan Tesis ini berisi tcntang pengkajian aturan-aturan yang ada baik aturan 

I"tcmasianal yang tclah diratitikasi maupun aluran hukum positir nasional dalam 

perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Pengkajian yang dapat 

menunjukan kelcmahan dan kckuatan yang berkaitan denga" pcrlindungan hukum ana" 

sebagai pelaku tindak pidana dan analisa pelanggaran hak anak ditingkat penyidikan 

anak sebagai petaku tindak pidana ditinjau dari instrumen intcmasional dan nasiona!. 

Penegakan Hak Anak sehenamya dialur jea\s dari Instrumen Intcmasiona! dan 

Nasiona! yang menerapkan altemalifpenanganan anak yang bcrhadapan dengan hukum 

bahwa proses penangkapan. penahanan. atau tindak pida;13 penjara anak han)'a 

dilakukan apabila scsuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapal dilakukan 

seb1\gai upaya terakhir. 

Model penyelesaian penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan 

dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian yaitu kewenangan hak Diskresi 

untuk menghentikan perkara dalam hatas v.aktu yang ditcntukan dengan berbagai 

pertimbangan usia anak yang lerikal pertanggungjawaban pidana. pendidikan. faklor 

psikologis. knlena kasus yang Icrgolong lindak pidana nngan. dan faktor paling penting 

adalah kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan agar dihentikan proses 

perkaranya. 

Di Indonesia kewenangan Diskresi dalam bentuk diversi (pengalihan) dalam 

instrumen nasional belum diatur se<:ara jcla .. baik UU No. 2 Tahun 2002 tcntang 

Kepolisian beserta juldak dan juknis .. ehingga yang menjadi acuan dasar hukum yaitu 

pasaJ 16 ayat 1 LJU No.2 Tahun 2002 mcnctapkan dalam rangka mcnyelenggarakan 

tugas dalam bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwcnang. 

Selanjutnya pasal 18 ayat (I) mcnyatakan bahwa untuk kepcntingan umum pcnjabat 

Kepolisian Negara Repuhlik Indonc .. ia dalam mclaksanakan tugas dan wewcnangnya 

dapat bertindak menurut pcniiaian scndiri. Kctcnluan ini mcnjadi a!.:uan polisi dalam 

mengambil kebijakan dan didukung Mabc.., Polri dalam bentuk Kabarcskrim POLRI No. 

Pol. : TR1I124/X1/2005 tcntang arahan pcnanganan ka .. us lerhadap anak ~ang 

berhadapan dcngan hukum haik \Chagai rcJaJ..u maupun .. ebagai ..aksi dan Iwrhan. 

" 



Pada akhimya dan hasil penelitian ini direkomendasikan agenda pembahasan 

sistem peradilan pidana yang sistematis baik secara yuridis dan mekanismenya sehingga 

dapat menjadi sebuah altematif penanganan anak bemadapan dengan hukurn. Model 

altematif lain tentang Diversi yang bisa dilakukan pihak Kepolisian. Jaksa. Hakim 

sebagai upaya selain upaya Dikresi (Kewenangan di tingkat Kepolisian). hal terbut 

menjadi kebutuhan mendesak bagi Negara untuk mengatur lebih jelas tentang 

mekanisme Diversi beserta Juklak dan JUknisnya. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang dan Rumusann)-'a 

I MILl. 
!."" : ~·:JITAK.AA." I .IUh ,,' I f't,.' AIRJ.ANotIA 

~" _ x,\.IIAY& 

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict 

with the [all') di Indonesia sangat memprihatinkan. 8anyak anak harus 

berhadapan dcngan proses peradilan yang secara implementasinya jauh dari 

penegakan hak-hak anak. Anak. tidak dapat melindungi diri sendiri dari 

berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik. sosial 

dalam berbagai kchidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang 

lain dalam melindungi dirinya. mengingat situasi dan kondisi pelaksanaan 

peradilan anak yang asing menurutnya. Saat anak menjalani proses peradilan 

secara langsung terampas hak-haknya dan mereka juga mengalami kondisi 

yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal sehingga banyak 

te~adi tindakan kekerasaan bcrada diluar lingkungan (berada pada ruang 

lingkup oloritas institusi Negara). Dengan kondisi demikian diperlukan 

proteksi regulasi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan 

keamanan diri. Perlindungan hak-hak anak yang berbadapan dengan hukum 

tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak anak secara umum. 

Jaminan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam berbagai hukum 

Intemasional diantara Geneva Declaration of the Right.~ of the Child of 1924. 

Universal Declararion of Human RighI.\' of 1948. (UU No. 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan [mernatiorull Covenant On Civil And Political Right). 

International Covenant On Civil And Political Right (Passl 23 dan 24), 

International Cowna,lf Economic. Social. and Cullure Rights (UU No. 12 

Tahun 2005 lentang Pengesahan Konvenan Intemasional tentang Hak-hak 

Ekonomi. Sosial. dan Budaya) (Pasal 10). Declaration of the Rights of the 

Child of 1959. Majelis Umum PAR dalam .. Standard Minimum Rules/()r tilt' 

Admini.\'lralioll of Ju\'enile Juclice atau dikenal Beijing Rules (Peraturan 
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minimum standar tentang administrasi peradilan bagi anak disahkan melalui 

Resolusi Majelis PBS No.40/33 tanggal 29 November 1985). Pedoman PBS 

dalam rangka pencegahan tindak pidana anak (Riyadh guidelines) disahkan 

dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBS No.45/112 tanggal 14 

Desember 1990. 

Seorang pelaku kejahatan (criminal offenders) lindak pidana aoak telap 

herhak mendapatkan perlindungan hak-haknya baik tersangk.a, terdakwa, 

maupun terpidana, dan juga berlaku pada korhan kejahatan yang merupakan 

obyek kejahatan wajib mendapatkan perlindungan hak-hak secara psikis dan 

hukumnya. Saat anak mt"lakukan tindak pidana maka yang muncul koosep 

.. aoak nakal ", baik secara yuridis. begitu juga masyarakat seeara langsung 

melabeling alaU stigma bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah aoak 

nakal. Sehingga dalam penanganan peJaku pelanggaran-pelanggaran (offences) 

dalam usia anak. harus didasari dengan prespektif anak yang tertuang dalam 

Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. J 65 mempertimbangkan faktor psikologis 

yaitu kematangan emosional. intelektual. dan mental anak diharapkan yang 

terbaik untuk kepentingan dan masa depan anak. Kelemahan Undang-undang 

kita seperti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sangat 

mempeljelas konsep anak nakal yang tercantum isi pasal-pasa1, hal tersebut 

merupakan sebuah pelanggaran legal lerm terhadap Riyadh Guidelines 

(Aluran I tentang Prinsip - Prinsip Dasar No. 5 huruf f) yang merupakan 

bentuk stigmasisasi yang berdampak pada perkembangan anak baik dalam 

proses peradilan, saat anak menjalani hukuman. sampai anak pasca menjalani 

hukuman. Anak nakal yang didefinisikan sebagai "Anak yang melakukan 

tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 

bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum 

yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". 

Pengertian ini berbeda dengan istilah "Juvenile Deliquency" yang berbeda 

pola pendekatannya. Pertama. anak nakal sebagai anak yang melakukan tindak 

pidana (Crimes Actor Dader) perbuatan yang dapat dimintai 
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penanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang dimintakan 

pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas 

legalitas yakni perbuatan yang dilarang undang-undang. Dalam hukum pidana 

suatu perbuatan tidak dapat dipidana. kecuali berdasarkan kekuatan 

perundang-undang pidana yang sudah ada. 1 Menurut pakar hukum pidana 

Hamel (1927) dan Noyon Langemeyer mengatakan "stroo! baar !eif" sebagai 

kelakuan orang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan 

hukum yang patut dipidana dengan kesalahan.: Dalam definisi anak oakal 

sebagai pelaku kenakalan (delinquency) melakukan perbuatan selain tindak 

pidana yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas. Perbedaannya 

aotara tindak pidana (srraa/ bam leit) dengan kenakalan anak (Juvenile 

De/iquency). Mengenai batas pertanggung jawaban pidana (the age of 

criminal responbility) untuk memberikan kepastian hukum siapa anak yang 

bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dilakukan. Sesuatu 

perbuatan melawan hukurn belurnlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada 

pelaku k.arena disarnping perbuatan itu sebagai perbuatan yang melawan 

hukum, harus ada unsur pihak )ang bertanggungjawab. Dilihat beberapa 

Negara Irlandia., Skotlandia Inggris. Italia Belanda dan Negara yang sudah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak men) arankan usia pertanggungjawaban Iebih 

tinggi 12 tahun dengan mempertimbangkan kembali uSia 

pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia mengenai kematangan moral 

dan psikologis anak. 3 

Untuk memproteksi labeling dan stigma diperlukan perlindungan 

khusus terhadap anak melakukan tindak pidana seharusnya sesuai dengan 

hukum Intemasional. ) ang secara eksplisit dapat ditemukan dalam 

Convention on lhe Righ15 of the Child tahun 1989 (Konvensi tentang Hak-hak 

AnakIKHA) )ang telah diratirikasi melalui Keppres 36 tahun 1990 sebagai 

Sapardjaja, Emong Kor.....;:..--iah. - ~flUtVI 5ijaJ Helawan HuAum MaU,U Dalam Hukum Pidana 

2 Prodjohamidjojo. ~far:.:~ . .:.."). -I,fr'"4ilami Da.sQr·dasar HuAum Pidana Indonesia r. l'r.td)il 
Paramitha, Jakarta. 199(,. -...=. l~ 

l Pumiati. Supatmi. S~ .... \i::.Tr ..•. -,'::_.' ',j;:.:-.. - ',; \Iade ... .4nalisa Situasi Sistem Peradllan 
"J,-' r. ':""U. nill. .tv .. , 
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wujud tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari semua bentuk 

kekerasan. Konvensi Hak Anak (Corrvenlion on the Rights of the Child / eRe) 

tidak menggunakan kategori pembagian yang demikian, tetapi membagi 

mengelompokan hak bidang hukum kedalam hak uotuk memperoieh 

Perlindungan Khusus yang diatur dalam yang diatur dalam Pasal I butir 15, 

Pasal 59 dan pasal 64 ayat I dan 2 UU No. 23 TahuR 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam 

situasi darurat. anak yang berbadapan der.gan hukum, anak daTi kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau 

seksual, anak yang diperdagangkan. anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

(napza), aDak kOThan penculikan. penjualan. perdagangan, anak korban 

kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang caeat, dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran. Hak Anak juga tertuang dalam pasal 

52 ayat 1 merupakan subtansi bagian dari dari undang-undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang perlindungan 

secara hukum sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tUB, 

keluarga. masyarakat, pemerintah. dan negara untuk memberikan 

perlindungan pada anak sebagai bentuk landasan yuridis bagi pelaksanaan 

kewaj iban dan tanggung jawab. 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 

sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) 

tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, 

dan komperhensif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada anal berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut : (Pasal. 2) 

a. Non diskriminasi; 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak: 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hid up. dan perkembangan; dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
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Dalam melakukan pembinaan. pengembangan dan perlindungan anak., 

perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak., Jembaga 

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat. organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial. dURia usaha, media massa. atau lembaga pendidikan. Asas 

perlindungan anak harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung 

daJam Konvensi Hak·Hak Anak (KHA). 

3. Asas non diskriminasi adalah Negara dan pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghonnati dan menjamin hak asasi setiap anak 

tanpa membedakan suku, agama. ras. go longan, jenis kelamin. etnik., 

budaya dan bahasa. status hukum anak. urutan kelahiran anal, dan kondisi 

fisik dan alau mental. 

h. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua 

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oteh pemerintah, 

masyarakat, hadan legislatif. dan badan yudikatif. maka kepentingan yang 

terbaik bagi anak hams menjadi pertimbangan utama. 

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak 

asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 

pemerintah. masyarakat, keluarga. dan orang tua. 

d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan temtama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupannya. 

Penegakan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjaiani 

proses peradilan sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar sistem 

peradilan pidana anak yang diatur oleh negara mulai dari administrasi 

peradilan anak sampai mekanisme penegakan hukumnya. Proses penegakan 

hak anak di Indonesia dalam sistem peradilan anak sudah ada perubahan 

mengenai penambahan dan penyesuaian baik sarana dan prasarana (contohnya 

model pengadilan anak dalam suasana kekeluargaan ujicoba Re.flOralive 

Justice di Pengadilan Negeri kelas J A Bandung). mekanisme implementasi 
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penegakan hak anak dalam bentuk kebijakan Kepolisian (kebijakan dengan 

kewenangan Diskresi bisa dalam bentuk Restorative Justice ataupun Diversl). 

kebijakan Jaksa (kewenangan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan 

koordinasi dengan penyidik secara intensif sehingga hasil penyidikan dapat 

maksimal dan hila dimungkinkan untuk melakukan Diversi), 8apas (pola 

pemhimhingan anak pemasyarakatan dalam bentuk Litmas Bapas menentukan 

status anak : dikembalikan orang lua atau diserahkan scbagai anak negara), 

dan Hakim (Putusan hakim untuk menjauhkan anak dari pemenjaraan dapat 

diwujudkan: perintah-perintah perawatan. bimhingan dan pengawasan, masa 

percobaan. perintah-perintah pelayanan masyarakat, denda-denda keuangan, 

ganti rugi dan pemulihan, perintah-perintah untuk turut serta dalam 

penyuluhan kelompok dan kegiatan serupa. perintah-perintah mengensi 

perawatan orangtua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau 

tempat-tempat pendidikan lain, tahanan rumah. tahanan kota).4 Sistem 

Peradilan Pidana Anak harus didasarkan pada beberapa asas da.sar peradilan 

pidana yaitu: equality before lhe IlIW (Pasal I KHA); due process of law, 

simplicity and expediency, accountability, legality principle presumption of 

innocent (Pasal 37 dan 40 KHA).5 Yang perlu diperhatikan adalah proses 

penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak merupakan upaya 

terakhir (Pasal 3 huruf b). MeDuru' Haskell daD YabloDsky (1974). 

penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, 

dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, tetapi lebih ke 

arab prosedur peradilan bersifat informal. 

Oi Indonesia sistem peradilan pidana anak mengacu pada ketentuan 

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan lain yang tidak dapat 

dipisahkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. dan meski UU Pengadilan Anak 

4 Pelatihan Penanganan anak berhadapan hukum, HGJc-hd ."td: 11_ fWNldilfln find ytlllg 
dJ.d.kIur okh SCCC fSllrab4vtl Chlldr~n Crisis Cen"~, Modul Pelatihan. Tretes. 2005. Slide 
masing-masing institusi. 
5 Jodi Santoso. K~tzgflla" Sis/~m P~radilan Anak, September" 17, 2006. Periksa. 
hnp:/ljodisantQSO.hloaspol.com http://jooisanlosoantilcror.bJoasoo!..com/. 
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disahkan pada tahuR 1997, hingga saat ini sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia bel urn terwujud dalam pencapaian hak-hak anak yang optimal. 

Setidakoya terdapat dua hal prinsip yang dapal dijadikan indikator belum 

terwujudnya sistem peradilan pidana anak. Pertama. beJum adanya polisi, 

jaksa dan hakim yang khusus anak yang profesional dalam penanganan anak. 

Kedua, belum adanya tahanan khusus anak ditingkat Kepolisian baik di Kota 

maupun di Daerah yang benar-benar terpisah dengan tahanan dewasa dan segi 

wilayah maupun hlok tahanan anak (Pasa145 ayat 3 UU NO.3 Tahun 1997). 

Pasal I dengan jelas menentukan adanya polisi. jaksa. dan hakim anak, dalam 

penjeJasan umum disebutkan proses peradilan perkara anak nakal dari sejak 

ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oteh 

pejabat khusus yang benar-benar memahami masaJah anak. Dari ketentuan

ketentuan terse but maka anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana 

berhak dan hanya dapat diperiksa oleh polisi, jaksa, dan hakim khusus anak 

(dengan pengecualian dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3). Dalam 

penangkapan, penahanan, atau seorang anak hanya dapat diterapkan sebagai 

upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak (Pasal 37 huruf 

b KHA) dengan tetap mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh 

kepentingan aoak dan atau masyarakat (Pasal 45 UU No. 3 Tahun 1997). 

Keterbatasan anggaran menjadi alasan pembenar bagi aparat pcnegak hukum 

dan hakim untuk memasukkan anak ke tahanan dan bercampur dengan orang 

dewasa. kebijakan tersebut merupakan pelanggaran mendasar. Kegagalan 

manajerial sistem peradilan pidana seharusnya tidak dibebankan pada anak. 

Tidak ada alasan pembenar apapun untuk mengorbankan hak. pertumbuhan 

dan perkembangan serta masa depan anak hanya karena keterbatasan biaya. 

Kepastian hukum dan kelancaran persidangan tidak dapat mengalahkan 

prinsip perlindungan hak tersangka (anak). Anak harus dibebaskan dari segala 

ketidakmampuan dan kegagalan manajemen siste.n peradilan pidana anak. 

Oleh karena itu, selama belum ada tahanan untuk anak yang benar-benar 

terpisah dari tahanan dewasa. alasan penangkapan dan penahanan yang diatur 
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dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) hams dikesampingkan karena alasan 

yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Sebagai altematif dan proses perlindungan hukum aoak sebagai pelaku 

pidana dari proses penangkapan. penahanan, atau tindak. pidana penjara anak 

hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir. Model penyelesaian penanganan anak yang 

berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

Kepoiisian yaitu kewenangan hak Diskresi untuk menghentikan perkara dalam 

hatas waktu yang ditentukan dengan berbagai penimbangan usia anak yang 

terikat pertanggungjawaban pidana. pendidikan, faktor psikologis, kriteria 

kasus yang tergolong tindak pidana ringan, dan faklor paling penting adalah 

kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan agar dihentikan 

proses perkaranya. Selama ini aparat penegak hukum Kepolisian dalam proses 

penegakan hak anak masih menggunakan pendekatan keadilan dalam hal 

pemidanaan yang bertujuan menghukum pelaku menurut derajat dan tingkat 

keseriusan atas akibat yang ditimbulkan. 

Dari proses perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana 

dalam instrumen hukum Intemasional yang sudah diratifikasi Indonesia 

merupakan bentuk perlindungan hukum. namun problematika yang ada baik 

secara yuridis maupun implementasinya belum optimal dalam proses 

penegakkan hak-hak anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk 

anak (best interesl of chi/d). 

Dari uraian sebagaimana yang tertuang dalam bagian latar belakang 

dapat dikaji dalam penelitian ini adalah : 

I. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai peJaku tindak. 

pidana ditinjau dan hukum Intemasional dan nasional ? 

2. Bagaimana penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana 

ditingkat penyidikan terkait dengan kewenangan polisi (Diskresi) untuk 

menghentikan suatu perkara sebagai upaya altematif dalam penanganan 

anak yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak ? 
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Untuk menganalisa perlindungan hukum anak yang melakukan tindak 

pidana didalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditingkat penyidikan apakah 

sesuai dengan standar Intemasional dalam menjalankan fungsi dan peran 

dalam menegakkan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan 

kepentingan terbaik bagi anak (beSl inleresl of chi/d). 

2.2. Tujuan Khu!JUS 

8. Untuk menganalisa perlindungan anak yang melakukan tindak pidana 

dalam sistem peradilan pidana anak tingkat Y..epoiisian. apakah dalam 

penangkapan. penahanan. atau pemenjaraan anal tcrsebut merupakan 

upaya terakhir (Ullimum Remidium). 

h. Untuk menganalisa, apakah bemuk kewenangan Kepolisian untuk 

menghentikan perkara merupakan upaya penanganan anak yang 

berhadapan dengan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik 

bagi anak (hesl interest 0/ child). 

c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister hukum. 

3. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas. maka hasil penelitian 

ini memberikan manfaat : 

a. Untuk meninjau kembali sistem peradilan pidana anak di tingkat 

Kcpolisian baik hukum nasional dan Intemasional. 

b. Untuk membantu mengkaji baik kelemahan-kelemahan dari payung 

hukum, sarana dan prasarana. model penghukuman dalam penegakan 

hak-hak anak. 

c. Untuk membantu altematif penanganan aoak berhadapan dengan hukum 

yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. 

d. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam memberikan model altematif 

penyelesaian anak konflik hukum untuk mewujudkan pclak~naan 
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penegakan hal-hak anak seperti adanya peradilan khusus anak. penyidik 

anak, jaksa anak, hakim anak dan tahanan anale. sekaligus sebagai 

konsistensi dalam implementasi ratifikasi konvensi Intemasional yang 

mengikat hukum positif. 

4. Metode Penelitian 

4.1 . Pendekatan Masalab 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis 

normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue 

approach) digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang 

berkaitan dengan perundang-undangan Sistem PeradiJan Pidana Anak di 

Indonesia dengan menitikberatkan pada hukum Internasional. Dengan melihat 

kecenderungan Intemasional. analisa juga dilakukan dengan pendekatan studi 

kasus (case approarch) yakni mengkaji kasus-kasus yang dihentikan pada 

tingkat penyidikan dengan model penghukuman pendekatan bersifat restoratif 

yang mengedepankan kepentingan terb3ik bagi anak (best interest of child). 

5. Bahan Hukum 

5.1. Bahan Primer: 

I. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Resolusi No. 

217 A (III)). 

2. Konvensi Hak Anak (KHA). 

3. Pedoman PBS daJam rangka pencegahan tindak pidana anak (Riyadh 

Guidelines). 

4. Peraturan minimum standard PSS tentang adminstrasi peradiJan bagi 

anak (Beijing Rules). 

5. Peraturan PBS tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan 

kebebasannya. 

6. UUD 1945. 

7. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 

Negara RI Tahun 1979 No. 32). 
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8, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981). 

9. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratan. (Lembaran Negara 

RI No. 32 Tahun 1979). 

10. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara 

RI No.3 Tahun 1990), 

11. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara RI Tahun 165 Tahun 1999). 

12. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara RI No. 109 Tahun 2002) 

13. UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara RI 

No.2 Tahun 2002). 

5.2. Baban Sekunder 

Dari berbagai pandangan para pakar berupa jumal, literatur. internet, 

dan sumber standar pelaksanaan layanan untuk anak dalam situasi khusus 

yang berkerjasama Polri dengan konsorsium untuk anak. makalah dari 

seminar, pelatihan dari UNICEF dan Lembaga Anak SCCC (Surabaya 

Children Crisis Centre). 

5.3. Prosedur Pengumpulan bahan hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melakukan 

inventerisasi peraturan perundangan-undangan dalam sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia serta konsep hukum, prinsip hukum dan norma hukum 

terdapat dalam kepustakaan melalui buku (textbooks), jumal, makalah. kamus, 

dan artikel yang teruang dalam media. cetak dan elektronik juga menjadi 

bahan peneiitian. Selanjutnya bahan tersebut diindentifikasi seeara sistematika 

dan menganalisa mengenai penegakan hak anak dengan hukum Intemasional 

dengan na!.ional tentang sistem peradilan pidana anak ada, sekaligus 

memberikan altematif penyelesaian penanganan anak yang berhadapan 
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dengan hukum di tingkat penyidikan untuk menemukan sistem peradilan anak 

yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. 

5.4. Aoalisis Baban hukum 

Bahan hukum primer dan sekunder dikaji seeara benahap sesuai 

dengan pengelompokan pennasalahan. Analisis dilakukan dan dituangkan 

dalam bentuk deskriptif (deskriptif-analitik) yang didalamnya terkandung 

kegiatan yang sifatnya memaparkan. menelaah. mensistematika. menafsirkan. 

dan mengevaluasi. Dari deskriptif itu selanjutnya dapat ditarik prinsip hukum 

pada sistem peradilan pidana aoak sehingga dapa! diproyeksikan terhadap 

hukum positif ter:ladap sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan 

!.;epentingan terbaik untuk anak. 

6. Kajiao pustaka 

Sebelum masuk dalam kerangka sistem peradilun anak maka harus 

dimengerti definisi tentang anak berhadapan hukum yang dapat dikategorikan ada 

2 
. , 

yaltu: 

a. Sla(u.~ Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh 

orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. seperti tidak menurut 

membolos atau kabur dari rumah. 

h. Juvenile De/iquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa dianggap kejahatan anak atau pelanggaran hukum. 

Untuk membahas dan memahami yang dikatakan sebagai gejala 

kcnakalan anak. hams mengetahui yang dimaksud konsep anak nakal. Menurut 

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita. 1983:22) Juvenile Delinquency: 8. 

Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi 

anak-anak merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. seperti mencuri. 

menganiaya dan membunuh. b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma 

kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran masyarakat misalnya memakai 

celana jangkis dan semua perbuatan yang menunjukan butuh perlindungan sosial. 

tennasuk gelandangan atau pengemis. Menurut Kartini Kartono mengenai 

~ Rnbcn c .. [ rd.ian"wi..:~ C[illllrd E. Simm(lnscn. Co"t'ction in Amt'riCfl: .-tn Introduction. hal I 

:--- - MIL." \ 
. . •• 't)11A.ILAA'" 

• " ' ~ ....... 1 KL.ANOIIA 

: ... _'" .. .II At. Y ... 
------

-~--- - ----
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Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak 

muda. merupakan gejaJa sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja 

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Romli 

Atmasasmita (1983:40) perumusan Juvenile Deliquency seliap perbuatan atau 

tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang 

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta 

membahayakan perkembangan pribadi 5i anak yang bersangkutan. Gejala 

kenakalan anak perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau 

faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga 

dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. dengan kata lain perlu 

diketahui motifasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Motifasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi diartikan sebagai 

usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk 

melakukan sualU perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau 

mendapat kepuasaan dengan perbuatannya. Motifasi menurut Romli 

Atmasasmita ada 2 (dua) motifasi: motifasi instrinsik adalah dorongan atau 

keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perasang dari luar, 

sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang dating dari luar diri 

seseorang. Yang termasuk motifasi instrinsik dari kenakalan anak-anak adalah: 

a. Faktor intelegentia (pendapat Wuodt dan Eisler adalah kesangggupan 

seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan dengan intelegentia 

verbal rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil skolastik atau prestasi 

sekolah yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam. sehingga mereka 

mudah terseret ajakan yang buruk untuk menjadi delikuenjahat) 

b. Faktor usia (Stephen Hurwitz mengungkapkan "Axe is importance factor in 

the causation of crime" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab

musabab timbulnya kejahatan. apalagi sebab timbulnya kenakalan). 
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C. Faktor kelamin (Paul W. Tappan mcngungkapkan kenakaln anak dapat 

dilakukan oleh anak laki-Iaki yang melakukan jauh lebih banyak daripada 

perempuan pada batas usia tertentu) 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga (pennasalahan mengenai pemanjaan 

anak untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan dan menuruti pennintaan 

anaknya yang tidak sesuai dengan derajal kasih sayang dan manfaatnya). 

Motifasi ekstrinsik dapat dipengaruhi beberapa faktor anlara lain: 

B. Faktor rumah tangga (kondisi broken home: salah satu dari kedua orang 

tuanya meninggal dunia, perceraian orang IUa, Btau salah satu dan kedua orang 

tua Btau keduanya tidak hadir secara kontiyu dalam tegang waktu yang cukup 

lama). 

b. Faklor pendidikan dan sekolah (sekolah ikut bertanggungjawab atas 

pendidikan anak baik pendidikan keilmuwan dan tingkah laku. Proses 

pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak yang 

memberi pengaruh langsung atau tidak langsung yang menimbulkan 

kenakalan anak. 

c. Faktor pergaulan anak. (sangat beasr pengaruh yang dimainkan oleh 

lingkungan pergaulan anak terutama masalah pendidikan oarng tua dan 

pengawasan anak. tidak sesuai dengan kondisi. psikis, dan apa yang 

diharapkan oleh anak. sehingga situasi ini anak semakin menjauh dari 

Jingkungan keluarga dalam mengelola eksistensi anak tersebut). 

d. Pengaruh Media (antara infonnasi dari media tidak seimbang dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. apalagi orang tua tidak memberikao 

pengawasan dan seleksi infonnasi media terbaik untuk anak). 

Konsep anak yang melakukan tiodak pidana harus dianalisa tentaog 

motifasi anak tersebut dilihat dari usia apakah aoak mampu mela~ukan 

pertanggungjawabao pidana. anak tidak serta merta melakukan tindak pidana 

apabila ada faktor pendorong baik dari dirinya. lingkungan keluarga. disekolah. 

maupun dimasyarakat. Proses penegakan hak anak agar efektif harus ada 

klasifLkasi tindak pidana anak baik usia. bentuk perkara. motifasi. recovery 
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(pemulihan) anak baik sehelum anak masuk proses peradilan maupun setelah 

pasca penahanan harus ada tanggungjawab bcrsama orang tua, sekolah. 

masyarakat sekaJigus N'egara (Aparat Penegak Hukum) uotuk melakukan upaya 

perlindungan hukum maksimal dari prasarana, instrumen hukum lebih 

mengedepankan hak anak. serta mekanisme penanganan hukum anak yang lebih 

restoratif. 

Saat anak menjadi pelaku tindak pidana saat itu juga bersentuhan dengan 

sistem peradilan pidana anak yang merupakan segala unsur sistem peradilan 

pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Perlama 

polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal berhadapan dengan sistem 

peradilan, dapat menentukan apakah anak dibebaskan atall diproses lebih lanjut 

Keduo jaksa dan Jembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah 

anak akan dibebaskan atall diproses ke pengadiJan anak, Keliga pengadilan aDak, 

tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan. mulai dari 

dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman sebagai upaya 

terakhir. institusi penghukuman.7 

Muladi menyatakan Criminal Justice System memiliki tujuan 

resosialisasi dan rehabilitasi pelaku pidana, pemberantasan kejahatan. dan untuk 

mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga tujuan sistem peradilan ditekankan upaya 

resosialisasi dan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Fungsi peradilan untuk 

memenuhi pemenuhan dan perlindungan anak maka dilandasi prinsip·prinsip 

kepentingan terbaik untuk anak (The Principle of the best interest of child) baik 

pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) dan kewajiban Negara untuk memberikan 

perlindungan khusus (special protection measures) kepada setiap anak yang 

dirampas kebebasannya karena berhadapan dengan hukum.8 

Dalam studi tentang sistem peradiJan pidana anak di Indonesia 

diperlukan landasan teroritik untuk menemukan fonnula riil prinsip pertama 

berupa penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan modd penghukuman 

restoratif guna memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan 

1 Roben C. Trajanowics and Marry Morash, Juv~nilt! D~/i'lut!ncy: Concept and Control. hal 2 . 
• Media Perlindungan Anak Konflik Hukum" Mt!ncllrl Alternadf". Edisi IV! Volume 1.2005 . 
..... t:!>lur<C>l. LAn .... \1,t:I[IUd~a AU~UI\.a!>1 11001" '\lla"J. oauuullg. 110011 J. 
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hukum. Pelaksanaan sistem peradiJan aDak dengan berdasarkan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak atau anak berdasarkan pada perlindungan anak dan 

pemenuhan hak-hak anak (pro/ection child and fulfilment child right based 

approach). Prinsip kedua aDak menikmati perlindungan khusus dan diberi 

kesempatan dan fasilitas meJaiui upaya hukum maupun yang Jainnya sehingga 

anak terbangun secara fisik., mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam 

rnewujudkan kebebasan dan kehonnatan aDak. 

Sentuk perlindungan aDak yang berhadapan dengan hukum ditinjau 

dari hukum Intemasional dan nasional bahwa penangkapan, penahanan. atau 

pemenjaraan aDak tersebut aDak merupakan upaya terakhir (ullimum remedium) 

y .. ng dianalisa secara menye1uruh dianalisa oleh UNICEF. Secara Intemasional 

diatur :9 

l. Peraturan minimum standar teotang administrasi peradilan bagi ~ak atau 

disebut "Beijing rules" disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Na.40/33 

tanggal 29 November 1985 antara lain: 

a. PerJakuan adil dan manusiawi untuk menjamin kebutuhan dan 

kesejahteraan anak. 

b. Proporsianalitas antara pelanggaran dengan peianggar. 

c. Penggunaan program pelayanan masyarakat untuk diversi dad proses 

pengadilan fannal, dengan persetujuan anak. 

d. Penahanan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat 

e. Anak yang terpaksa ditahan, dipisahkan dari orang dewasa. 

f. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 

g. Partisipasi penuh anak. 

h. Pencabutan kemedekaan hanya untuk pelanggaran serius. 

i. Institusianalisasi adalah upaya terakhir. 

J. Hukuman badan dilarang. 

k. Pelatihan bagi para petugas polisi. 

I. Pelayanan pendidikan bagi anak dalam perlakuan institusional. 

'I Pc!atihan Penanganan anak berhadapan hukum. Hak·hak anak dQII puadJJan anal, UNICEj-: 
uluunO;::::'I<l, I\Ilau:.lU. '\lVI. 
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m. Pembebasan secepat mungkin. 

2. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka pencegahan 

Tindak pidana Remaja (Guildeline!;/or the PrevenJ;on of Juvenile De/iquency) 

stau disebut Riyadh guidelines Disahkan Resolusi Majelis Umum PBS 

No.45/112 tanggal14 desember 1990 antara lain: 

a. Pencegahan kenakalan anak adalah bagian penting dari pencegahan 

kejahatan dalam masyarakat. 

b. Pencegahan memerlukan usaha dari seluruh bagian masyarakat. 

c. Kebijakan pencegahan kenakalan adalah untuk semua anak. bukan hanya 

untuk pelanggar hukum. 

d. Keluarga sebagai unit utama bertanggung jawab atas sos;alisasi untuk 

anak. 

e. Kesejahteraan masa kanak-kanak harus menjadi fokus dari semua program 

pencegahan. 

f. Pencegahan kejahatan secara aktif dilakukan melalui pelayanan dan 

program berbasis masyarakal 

3. Peraturan PBS tentang perlindungan bagi remaja yang kchilangan 

kebebasannya atau disebul JDL Disahkan dan melalui Resolusi Majelis PBS 

No.45/133 Tanggal 14 November 1990 anlara lain: 

a. Penahanan sebelum persidangan harus dihindari atau digunakan sebagai 

upaya lerakhir. 

b. Kalau terpak.sa dilakukan. harus untuk jangka waktu yang paling sedikit 

dan dilakukan tanpa perlakuan diskriminasi. 

c. Hak anak untuk mendapat bantuan hukum dan lainnya. 

d. Pend irian fasilitas penahanan terbuka yang memungkinkan penanganan 

individual. 

e. Fasilitas dan pelayanan harus konsisten dengan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia dan martabat anak. 

f. Hargai hak anak atas kehidupan keluarga dan reintegrasi kedalam 

masyarakat. 

g. Bantu anak memahami hak dan kewajihan mereka. 
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h. Semua petugas yang menangani anak yang direnggut kemerdekaannya 

harus mendapat pelatihan khusus. 

i. Aturan tentang penggunaan kekuatan fisik dan senjata api. 

J. Pelarangan hukuman dan perlakuan yang kejam. tidak manusiawi, dan 

merendahkan. 

k. Pemisahan dari orang dewasa dan pemisahan anlara anak yang lebih tua 

dengan yang lebih muda. 

I. Semua petugas yang menangani anak bertanggung jawab penuh atas 

tindakannya. 

Dalam hukum positif yang mf'njadi pokek penangkapan, penahanan, 

alau pemenjaraan anak tersebut sebagai upaya terakhir (ultimum remidium). 

Dijelaskan dalam pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh 

Erna Sofwan Sjukrie: 10 

8. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. kecuali jika ada 

alasan danlatau aluran hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir (Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002). 

b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3) UU No.23 Tabun 2002, Pasal66 (4) UU 

No. 39 tahun 1999 tentang HAM). 

c. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara 

bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan 

aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak.(PasaI59 (I) UU No.39 TahunI999). 

Altematif otoritas legal yang memproses awal anak masuk proses 

r-~nuntutan awal dalam peradilan anak yang disebut Diskresi (discretionary 

power), dimana polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu 

I\J Erna Sofwan Sjukrie. Tinjaulln Y",idis P~m~n"hon. P~n'Rolt.lln don Pf!ngho'1(aan Tuhadap 
Hllk Analt. Mf!l'Upolum P~'lindungan Anlllt.. Modul Pelatihan. I'retes. 2(J()5. h.5X. 
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perkara. Dibeberapa negara melalui otoritas Diskresi, setelah melalui 

pemeriksaan awal polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (diversion) 

terhadap suatu anak. II 

Di Indonesia kewenangan Diskresi dalam bentuk diversi (pengalihan) 

dalam hukum nasional belum diatur secara jelas baik UU No.2 TahuR 2002 

tentang Kepolisian besertajuklak danjuknis sehingga yang menjadi acuan dasar 

hukum yaitu pasaJ 16 ayat I UU No.2 TahuR 2002 menetapkan dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana. Kepolisian Negara 

Repuhlik Indonesia berwenang untuk : 

a. Melakukan penangkapan. penahanan, penggeJedahan, dan penyitaan; 

h. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik daJam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri: 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

J. Mengajukan pennintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidi~ pegawai negeri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; dan 

II Stewart Aquith. Children and Young P~o/~ in Conflict With La .... (~d). Jessica Kingsley, 
Pulishcl"l: London. 19Q/). hal. 169. 
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Selanjutnya pasal 18 ayat (I) menyatakan bahwa untuk kepentingan 

umum penjabat Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya dapat benindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan 

ini menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Mabes Polri 

dalam bentuk Kabareskrim POLRI No. Pol. : TRl11241X112005 tentang arahan 

penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai 

pelaku maupun sebagai saksi dan korban yang berkeljasama dengan UNICEF 

telah menyusun Manual pelatihan untul polisi yaitu pelatihan penanganan aDak 

berhadapan dengan hukum, dan mengeluarkan perintah seluruh Kapolda TR No. 

PoI.l124/XI12005. tentang penanganan anak konflik hukum tingkat penyidik 

dengan mengedepankan asas kepentingan temaik bagi anak dan rnenjauhkan 

anak dari proses hukum fonnal. 12 

Bentuk standarisasi penanganan anak yang melakukan tindak pidana 

dalam bentuk kebijakan tingkat Kepolisian antara lain: 13 

t. Dalam Menangani Kasus Anak (pelaku atau korban) agar setiap penyidik 

kedepankan asas kepentingan temaik anak sebagai landasan utama dalam 

ambil keputusan tentang penanganannya 

2. Penyidik terus berusaha mencari altematif penyelesaian terbaik bagi 

kepentingan pertumbuhan anak serta seoptimal mungkin jauhkan anak dan 

proses peradilan fonnal ataujalur fonnal yaitu pengadilan. 

3. Menghentikan praktek-praktek yang tidak profesionai dan proporsional 

dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak. 

4. Mengembangkan kemitraan atau beljejaring dengan berbagai pihak yang 

memiliki perhatian dan kepedulian terhadap anak guna dapatkan berbagai 

masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari altematif lain 

yang komprehensif dalam menyelesaikan kasus anak. 

12 Pcriksa: Tclcgram Kaharcskrim POLRI No.Pol.: TRJ11241X1/2005. Tnnggal 16 Nopembcr 200S 
Il Ihid No. 12 
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6. Setiap tindak pidana yang libatkan snak dapat diproses dengan pendekatan 

keadilan restoratif sehingga dapat jauhkan anak dari proses hukum fonnal, 

agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak 

buruk lainnya sebagai efek formal stau pengadilan. 

A. Sentuk Diversi mempuayai tujuan: 

J. U otuk menghindari penahanan. 

2. Untuk menghindari cap, label atau stigmatisasi. 

3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku 

4. Agar pelaku bertanggung jawab alas perbuatannya 

5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana 

6. Untuk memajukan intervensi·intervensi yang diperlukar. bagi korban 

dan pelaku taRpa harus melalui proses fonnal. 

7. Program diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem 

peradilan. 

8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh

pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. 

B. Diversi yang Restoratif: 

I. Mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. 

2. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang 

dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban. 

3. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses. 

4. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan 

hubungan dengan keluarga. 

5. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana. 

6. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan 

masyarakat yang dirugikan. 
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C. Kriteria Res/orative Justice: 

1. Kasus kenakalan aoak yang tidak menlZorbankan kepentin~ orang 

banyak. 

2. Kenakalan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa. luka berat. 

cacat. 

3. Kenakalan anak yang bukan kejahatan asusila serius dan menyangkut 

kehonnatan. 

D. Syarat Untuk Restorative Jus/ice: 

I. Pelaku mengaku dan mcnyatakan bersalah. 

2. Ada persetujuan dari korban untuk penyelesaian secara musyawarah 

(diluar sistem pidana). 

3. Kepolisian sebagai fasilitator atau ada persetujuan sebagai institusi yg 

punys kewenangan untuk melaksanakan diskresi. 

4. Didukung otch komunita~ atau masyarakat setempat. 

E. Standarisasi kasus-kasu5 yang dapat didiskresikan: 

I. Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang 

banyak dan bukan pelanggaran lalu !iotas jatan. 

2. Kenakalan anak tersebut tidak mcngaIJbatkan hilangnya nyawa 

manusia., luka herat atau cacat seumur hidup. 

3. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap 

kesusilaan yang serius yang rnenyangkut kehonnatan. 

7. Pertanggung jawaban Sistematika 

Sistematika disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, maka disusun pembahasan Tesis ini dibagi dalarn empat bab. dengan 

uraian sebagai berikut : 
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Bab I merupakan pendabuluan memaparium tentang Latar belakang 

masalah yang menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan. kemudian 

dilanjutkan merumuskan isu-isu hukum sebagai titik tolak penelitian. Agar 

penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan. maka ditetapkan tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini. Untuk memasuki pembahasan terlebih 

dahulu dikemukakan kajian pustaka berkaitan dengan judu!. Dengan langkah

langkah tersebut, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

sehingga Qrang lain dapat menelusuri langkah-Iangkah penelitian ini. Bagian 

akhir adalah pertanggungjawaban sistematika peRutisan. 

Bab II dituangkan ten tang perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidsna di tingkat penyidikan yang dikaji dari hukum 

Intemasionai dan nasional. 

Bah HI mengenai analisa kasus - kasus yang dapat dihentikan pada 

tingkat penyidikan yang ada dikaji baik secara standar Intemasional dan 

nasional sebagai salah satu altematif perlindungan hukum anak sebagai pelaku 

tindak pidana. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan daTi 

pembahasan Bab II, Bab III serta saran. 



BABII 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 

PELAKU TINGKA T PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

ANAK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN 

NASIONAL 

1. Analisa yuridis tentang perliodungan hukum aDak sebagai pelaku tindak 

piuana ditingkat penyidikan ditinjau dan hukum Internasional dan nasional: 

1.1. Anak yang disangka, didakwa atau diputus melanggar hukum harus 

diperlakukan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak·hak anak secara 

konsisten baik kepentingan dirinya. 

DITINJAU DAR! HUKUM INTERNASIONAL: 

a. KHA (Konvensi Hak Anak) : Diatur dalam pasaJ 40 ayat 1 : Negara 

mengakui hak setiap anak yang disangka. didakwa atau diputus sebagai telah 

melanggar hukum pidana uRtuk diperlakukan dengan cara yang konsisten 

dengan upaya untuk: 

a. Mempromosikan marta bat dan harga diri anak. 

b. Memperkuat rasa menghargai anak pada hak asasi manusia dan 

kemerdekaan hakiki orang lain. 

c. Memperhitungkan usia anak serta harapan untuk mempromosikan 

reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat. 

b. BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana ADak PBB) : 

Diatur didalam aturan 8. yaitu mengenai perlindungan privasi didalamnya 

terdapat sub bagian aluran 8.1 mengenai hak privasi seorang remaja akan 

dihonnati pada seluruh tahap untuk menghindarikan terjadinya kerugian oleh 

publiksitas yang tidak sepantasnya atau oleh proses pengecapan. Dan aturnn 
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8.2. : Pada prinsipnya keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya 

identitas seseorang pelanggar hukum berusia muda tidak. dapat dipublikasikan. 

DITINJAU DAR! HUKUM NASIONAL: 

Co UU No.3 Th. 1997 teataag PengadilBo ADak: Anak dalam proses peradilan 

harus dihonnati hak-haknya dalam hal ini diatur dalam pasaJ 42 ayat 3: bahwa 

proses penyelidikan terhadap anak harus dirahasiakan. Hal tersebut 

menghindari labeling atau stigma yang dapat mempengaruhi pikis dan 

perkembangan bagi si anak. 

d. KUHAP atau KUHP : Diatuf didalam penjeJasan KUHAP hurnf 3 mengenai 

asas mengatur perlindungan terhadap harkal dan martabat yang telah 

ditentukan UU No. 14 Tahun 1970, adapun asas tersebut tercantum huruf a 

yaitu perlakuan sarna atas diri dan setiap orang dimuka hukwn dengan tidak 

mengadakan perbedaaan perlakuan. 

e. UU No. 23 Th. 2002 teotang Perlindungan Anak: Diatur dalam pasaJ 16 

ayat I: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

Dan pasal 64 ayat 2 huruf a dan d: Perlindungan anak yang berhadapan 

dengan hukum melalui: 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak 

anak. 

h. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. 

Penjatuhan sanksi tersebut harus mempertimbangkan dari segi usia anak. 

latar belakang anak dapat melakukan tindak pidana, dan secara psikis 

harus dipertimbangkan apakah penjatuhan sanksi benar-benar menjauhkan 

dari pemenjaraan. 
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An.lisa yuridis te.taog perliodungan hukum aoak sebagai pelaku tiodak 

pidan8 ditiagkat penyidikao ditinjau dari hukum Internasional dan nuional: 

1.2. Mengenai usia pertanggungjawaban pidana dcngan mempertimbangkan dari 

segi emosional, mental, intelektual yang merupakan kepentingan terbaik 

bagi anak (The Best [merest o/Chi/d). 

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL: 

a. KHA (KoDveosi Hak ADak): Tidak mengatur batas pertanggungjawaban 

pidana, namun hanya diatur mengenai batas usia anak yang tercantum dalam 

Pasal I: Anak berarti manusia yang berusia dibawah delapan tahun (dibawah 8 

TahuR) kec...aali, berdasarkan undang~undang yang berlaku untuk anak-anak. 

kedewasaan telah dicapai lebih cepat. 

b. BEIJING RULES (Standar Admiotrasi Peradilan Pidaaa ADak PBB) : 

Diatur didalam Bturan No.4 huruf 4, I mengenai usia penanggungjawaban 

kriminal yaitu sistem-sistem hukum yang mengaku konsep usia 

pertanggungjawaban kriminal bagi remaja. awal usia itu tidak dapat ditetapkan 

pada tingkat usia yang lebih rendah. mengingat emosional. mental, dan 

intelektual. Mengenai aturan 2.2 mengatur pembatasan-pembatasan secara 

eksplisit tergantung pada sistem hukum masing-masing dengan menghonnati 

sistem-sistem ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum dan Negara 

Anggota. Menurut keseragaman usia berkisar 7 hingga 18 Tahun atau lebih 

tua. 

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL 

c. UU No.3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak: Diatur didalam penjelasan 

UU No.3 Tahun 1997 alenia 6: Sanksi berdasarkan perbedaan umur anak 8 

sampai 12 Tahun maka dapat dikembalikan orang tua, ditempatkan organisasi 

sosial atau diserahkan kepada Negara. Jika anak yang mencapai umur 12 

sampai 18 Tahun dapat dijatuhkan pidana. Dipertegas lagi didalam pasal 5 

ayat 2 menyatakan usia pertanggungjawaban: Bahwa penyidik dapat 




















































































































































































































